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Selain Dana Rp 3,5 M, BNPB Kucurkan Bantuan Rumah Rusak Korban Banjir 

Kalsel 

 

 
Sumber gambar: 

https://nasional.tempo.co/read/1424213/selain-dana-rp-35-m-bnpb-kucurkan-bantuan-rumah-rusak-

korban-banjir-kalsel/full&view=ok 

 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan berupa 

Dana Siap Pakai (DSP) senilai 3,5 miliar untuk penanganan banjir di Provinsi 

Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Adapun bantuan DSP tersebut diberikan untuk lima kabupaten yang terdampak 

banjir paling parah, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten 

Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Masing-

masing kabupaten tersebut mendapatkan bantuan 500 juta dan 1 miliar untuk 

Pemerintah Provinsi Kalsel. 

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan bahwa dengan 

dukungan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB tersebut sekaligus menjadi 

penyemangat bagi Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk lebih maksimal 

dalam percepatan penanganan bencana. 

“Ini memberikan semangat daya dorong bagi kita dalam menghadapi musibah 

banjir yang melanda kita,” ujar Sahbirin dalam „Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di 

Wilayah Kalimantan Selatan‟ di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan, Minggu (17/1). 
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Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo juga mengatakan 

bahwa Pemerintah Pusat melalui BNPB juga akan memberikan bantuan berupa dana 

stimulan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akibat terdampak banjir. 

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah 50 juta rupiah untuk rumah 

Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah 

untuk rumah Rusak Ringan (RR). 

“Kami sesuai arahan dari bapak Presiden akan memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, baik itu rusak berat, rusak sedang 

maupun rusak ringan,” jelas Doni. 

Lebih lanjut Doni meminta agar pemangku kebijakan di daerah segera 

melakukan pendataan secara akurat guna percepatan proses penyaluran dana stimulan, 

sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit. 

"Nanti mohon pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota 

untuk melakukan pendataan tentang rumah-rumah yang mengalami kerusakan,” imbuh 

Doni. 

Kemudian, Doni Monardo meminta agar segera dibentuk satgas yang kemudian 

dipimpin oleh gubernur guna mempersiapkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. Hal tersebut perlu segera dilakukan bersama seluruh komponen pusat 

yang ada di daerah dan unsur terkait yang melibatkan TNI/Polri, BPBD dan dinas-dinas 

di daerah. 

“Sehingga pada saat proses pendataan bisa akurat by name by address dan 

setelah itu kita mungkin sudah bisa memulai untuk program rehabilitasi dan 

rekonstruksi,” tutup Doni. 

 

Sumber berita: 

1. https://nasional.tempo.co/read/1424213/selain-dana-rp-35-m-bnpb-kucurkan-

bantuan-rumah-rusak-korban-banjir-kalsel/full&view=ok, 18 Jan 2021.  

2. https://bnpb.go.id/berita/bnpb-serahkan-bantuan-dsp-senilai-3-5-m-untuk-

penanganan-banjir-kalsel, 18 Jan 2021. 

 

Catatan: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana 

Pasal 1 
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Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah 

untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap 

darurat berakhir. 

Pasal 5 ayat (3) 

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula: 

a. dana kontinjensi bencana; 

b. dana siap pakai; dan 

c. dana bantuan sosial berpola hibah. 

Pasal 6 ayat (2) 

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam 

APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap 

darurat. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

Pasal 48 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang 

berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk 

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu 

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c 

terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan 

Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan 

daerah. 

(3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

bersumber dari: 

a. SiLPA; 

b. Pencairan Dana Cadangan; 
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

digunakan untuk Pembiayaan: 

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 72 

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf 

b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening 

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran 

berkenan. 

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana 

Cadangan bersangkutan. 

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan 

Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam 

portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan 

ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 

 

 


